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Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan Perlindungan Sistem Jaminan Sosial Nasional  bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), mengidentifikasi dan menganalisis kepastian hukum pelaksanaan Jamsostek bagi pekerja BPU dalam upaya mewujudkan kemandirian pekerja BPU. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskritif analitis yang menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan dasar hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder dan peneltian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis data sekunder tersebut. Hasil penelitian menunjukan kedudukan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional belum memberikan kepastian terhadap penyelenggara jaminan sosial karena masih ada rakyat Indonesia belum dapat menikmati jaminan sosial khususnya jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja BPU, konsep kepastian hukum Sistem Jaminan Sosial Nasional belum mencerminkan sebagai bentuk kepastian hukum sehingga harus diperbaiki lagi karena masih ada pekerja yang belum terlindungi jaminan sosial.  
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Abstract : This study aims to analyze and describe the Protection of the National Social Security System for Non-Wage Recipients (BPU), identify and analyze the legal certainty of the implementation of Social Security for BPU workers in an effort to realize the independence of BPU workers. In this study, researchers used descriptive analytical research methods that describe the facts in the form of secondary data (existing data) consisting of primary legal basis material (legislation), secondary legal material and this research uses a normative juridical approach, namely the method which uses secondary data sources, namely legislation, legal theories and opinions of scholars, which are then analyzed and draw conclusions from problems that will be used to study and analyze the secondary data. The results of the study show that the position of Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System has not provided certainty for social security providers because there are still Indonesians unable to enjoy social security especially labor social security for BPU workers, the concept of legal certainty in the National Social Security System does not form of legal certainty so that it must be corrected because there are still workers
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